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Abstrak

Keseimbangan antara penataan struktur,
pemerintahan merupakan salah satu demokratisnya sistem sosial budaya, politik,
pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan Aceh di Indonesia. Pembangunan
sufrastruktur dan Infrastruktur dalam sistem sosial budaya, politik dan pemerintahan
Aceh sebagai bagian dari Indonesia harus mempunyai keseimbangan, kalau tidak
demokrasi Aceh hanya akan jalan ditempat atau tidak berjalan dan mati suri. Format
sosfal budaya, ekonomi dan politik masa dan landasan strategi kedepan untuk Aceh
yang ideal harus mengacu pada pengembangan kehidupan masyarakat Aceh

dan bernegara dengan tidak mengabaikan dimensi religius, nilai-nilai budaya
masyarakat Aceh, solidaritas, kritis, dan kualitasnya.

Qu Kunci: Landasan dan Strategi Pembangunan, Demokratis

\

proses, budaya, sistem politik dan

o

1. Pendahuluan

Membangun  sistem  sosial budaya,
ekonomi dan politik Aceh masa depan,
ketidakseimbangan antara penataan struktur,
proses, dan budaya politik merupakan salah
satu sebab belum demokratisnya sistem
sosial budaya dan politik Aceh. Selain itu,
pembangunan sistem sosial budaya dan
politik Aceh sebagai bagian dari sistem yang
ada di Indonesia yang telah dilaksanakan
selama ini masih belum mampu memberikan
peran yang cukup besar kepada infrastruktur
politik.

Dominannya peran sufrastruktur terhadap
infrastruktur politik tersebut memunculkan
kecenderungan perilaku politik yang berda-
sarkan patron client. Padahal nilai-nilai luhur
yang terdapat dalam masyarakat Aceh
menolak faham yang sempit tersebut.

Kecenderungan perilaku dan budaya yang
demikian selain tidak sesuai dengan tuntutan

masa depan, juga tidak sesuai dengan
budaya, falsafah, dan nilai luhur masyarakat
Aceh yang integral dari masyarakat Indonesia
dan masyarakat dunia. Dengan demikian
perlu dipikirkan dan dikembangkan suatu
format sistem sosial budaya dan politik yang
sesuai dengan tuntutan masa depan, mampu
menjawab keperluan zaman, dan mampu
mengembangkan nilai luhur budaya bangsa
Aceh.

2. Kerangka Isue

Sebelum berbicara tentang landasan dan
strategi membangun Aceh yang demokratis
dan membangun format sistem sosial budaya,
ekonomi dan politik masa depan, kita perlu
melihat format, landasan dan strategi selama
ini dengan mengajukan pertanyaan: Adakah
masalah substansial yang krusial sehingga
format yang tampak dianggap kurang optimal
dalam manampung akselerasi gerak partisipa-
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si masyarakat karena peningkatan pendidikan

dan kesejahteraan masyarakat dan tuntutan

self government.
Untuk itu ada beberapa isue pokok yang
perlu dicermati, yaitu:

a) Hubungan antara institusi politik (legis-
latif, eksekutif, yudikatif) menumbuhkan
ketidaktaatan asas pada pola kerja
hubungan antar institusi politik Aceh.

b) Adanya arus baru yang memerlukan peng-
coveran sebagai ekspresi interaksi antara
masyarakat (informal politik) dengan
lembaga pemerintah (formal politik).

c) Bagaimana pembentukan kultur politik
terbangun melalui optimalnya fungsi
struktur politik, tidak sebaliknya struktur
bekerja mengikuti kultur,

d) Pengembangan dan pengayaan variasi
peran masyarakat (individu, kelompok
masyarakat, dan ormas) dalam proses
penyelesaian problem dan antisipasi
terhadap tantangan mendatang harus
mendapatkan prioritas pengikhtiarannya.

e) Bahwa pembakuan partai kedalam 2
barisan (yang memerintah dan yang
menjadi oposisi), barisan partai lokal dan
barisan partai nasional menciptakan
kestabilan keamanan dan politik.

f) Bahwa pembakuan partai kedalam 2
barisan orsospol/barisan partai lokal dan
barisan partai nasional secara psikologis
mendatangkan beberapa konstrain, yaitu
adanya mispersepsi tentang kedua barisan
orsospol, terlebih pada aspek positioning
orsospol dalam politik.

3. Pembangunan Kehidupan bermasya-

rakat dan Berbangsa Aceh yang
Demokratis

Berdasarkan fisue tersebut diatas yang
dipadukan dengan kondisi objektif masya-
rakat, maka Aceh dihadapkan pada proble-
matika dalam membangun masyarakat
kebangsaan Aceh di Indonesia. Bangunan
masyarakat kebangsaan termaksud adalah
sebagai proses pemaknaan dan pemuatan
nilai luhur masyarakat sebagai ideologi
bangsa Aceh. Artinya, dinamika bangsa
sebagai unsur dinamik sepantiasa menuntut
terbukanya kesempatan-kesempatan baru

penguatan basis kemasyarakatan.
Dengan kata lain, terjadinya proses reduksi
bagi perbedaan yang destruktif sekaligus

terjadinya proses induksi perbedaan yang
konstruktif.

Oleh karena itu, dimensi pokok yang harus
memaknal pembangunan kehidupan berma-
syarakat dan berbangsa Aceh, dengan kata
lain yang menjadi landasan dan strategi
membangun Aceh yang demokratis, dapat
ditinjau dari beberapa dimensi, yakni:

a. Dimensi Religius.

Proses penguatan dimensi ini dimaksudkan

sebagai pemberian peluang bagi individu/

masyarakat untuk mengembangkan doro-
ngan keberagamaan bagi terwujudnya
masyarakat yang etis dan bermoral.

b. Dimensi Solidaritas.

Terlalu banyak faktor pemisah, baik

geografis, etnis (berbagai suku bangsa di

Aceh), maupun tradisi fanatik suku yang

terbangun membutuhkan suatu instrumen

bagi berkembangnya rasa saling peduli,
kepekaan, dan mau tahu. Migrasi secara
etnis maupun geografis merupakan
program prioritas dalam menumbuhkan
wawasan kebangsaan Aceh.

c. Dimensi Kritis.

Pengembangan masyarakat sebagai suatu

keluarga seharusnya tidak menghilangkan

sikap kritis individu sebagai upaya maksi-
mal dalam mencapai tujuan bersama.

Sikap kritis ini memiliki tiga muatan, yaitu

kepekaan, keberanian, dan ketulusan bagi

akselerasi pencapaian tujuan masyarakat.
d. Dimensi Kualitas.

Sebagai masyarakat yang memiliki berba-
gai suku bangsa dan pengkondisian kom-
petitif mengacu pada suatu acuan yaitu
kualitas. Dengan acuan ini, maka
keberlindungan dengan kemasan vyang
menghilangkan kualitas seperti koneksi-
tas,primodialisme sempit, kolusi, korupsi,
nepotisme, fanatik kesukuan dan lain-lain
dapat terkuat dan menjadi sesuatu yang
kedaluarsa.

4, Format Sistem Sosial Budaya,
ekonomi dan Politik Masa Depan
Aceh

Ada beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian untuk tercapainya format kehi-
dupan sosial budaya, ekonomi dan politik
masa depan, yaitu mewujudkan sistem sosial
budaya, ekonomi dan politik dengan struktur
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sistem pemerintahan sebagai berikut; (1).
Pengurusan atau pemerintahan Gampong
(desa), Mukim, Daerah, Nanggro. (2). Pemba-
haruan ketatanegaraan Aceh sangat diperlu-
kan dengan semangat dan tujuan self
goverment yang dimiliki dan penekanan pada
pemberi peran yang optimal kepada
partisipasi tokoh informal dalam memba-
ngun Aceh yang demokratis. (3). Dalam
kultur  masyarakat  Aceh, tokoh-tokoh
gampong dan ulama masih dan harus
dikeramatkan menjadi pemimpin opini di
tingkat masyarakat yang suaranya masih
didengar. Oleh sebab itu, untuk strategi
membangun Aceh harus melakukan berbagai
pendekatan dan strategi untuk mempe-
ngaruhi opini sang tokoh tersebut, dengan
harapan tokoh tersebut akan menggunakan
pengaruhnya untuk membantu dan berpar-
tisipasi dalam membangun Aceh. Pola-pola
inl merupakan pola umum yang digunakan
hampir oleh semua pemimpin formaldI.Aceh.

Struktur Pemerintahan Daerah Aceh

Masa Depan
Nanggro Pengetua Nariggro
3 (Gubernur)
Pemerintah  —»  Pengetus Daerah
Duacrah (Bupati)
*
Mukim —p  Pengetua Mukim
(Imam Mukim)
T S
Pemerintahan  —» Keuchik
Desa (Kepala Desa)
e
Rakyat

5. Kepemimpinan Aceh Yang Efektif
Untuk membangun Masa Depan

Untuk membangun masa depan Aceh yang
demokratis dan menjalankan landasan
strategis membangun Aceh yang demokratis
diperlukan kerjasama pemimpin formal dan
informal yang harmonis dan harus bahu
membahu dalam kehidupan masyarakat
Aceh, untuk itu diperlukan kepemimpinan
Aceh yang efektif dan berani untuk
kepentingan Aceh.

Bagaimana kepemimpinan Aceh yang
efektif dimasa akan datang ?. Sebenamya,
sejak lama, Islam telah menunjukkan tentang
tipe masyarakat yang baik, dan bagaimana
cara memilih seorang pemimpin yang baik
untuk masyarakat yang baik tersebut. Cara
itu ada dalam syariat shalat, dan shalat
berjamaah. Pertama, Nabi berkata bahwa
shalat itu adalah tiang agama, siapa yang
mendirikannya berarti ia mendirikan agama,
dan yang meninggalkannya berarti meruntuh-
kan agama. Kedua, beliau berkata bahwa
shalat berjamaah jauh lebih tinggi derajat
kebaikannya 25 derajat di banding shalat
sendirian. Jarang yang bisa menangkap,
kenapa Nabi mengatakan shalat itu tiang
agama, dan shalat berjamaah itu lebih tinggi
mutunya 25 derajat dibanding shalat
sendirian. Padahal disinilah terletak kunci
masyarakat ideal sesungguhnya. Karena,
shalat adalah representasi dari kehidupan
ideal yang sesungguhnya. Atau, dengan kata
lain, shalat adalah kehidupan sesungguhnya.

Di sana ada ajaran tentang penghargaan
terhadap waktu, di sana ada ajaran tentang

disiplin dan kebersihan, di sana ada ajaran
tentang ketaatan terhadap hukum, di sana
ada ajaran tentang etos keilmuan dan kerja,
di sana ada ajaran tentang komitmen dan
konsistensi dalam perjuangan kehidupan, di
sana ada ajaran tentang kepedulian terhadap
sesama, di sana ada ajaran kejujuran dan
kerendahan hati.

Terlebih lagi dalam shalat berjamaah.
Karena, disamping semua aspek yang disebut
tadi dipraktekkan secara bersama-sama
dalam sebuah komunitas sosial dalam shalat
berjamaah kita diajarkan bagaimana cara
yang baik dalam menyiapkan dan memilh
pemimpin yang baik, sehingga, pemimpin
terpilih benar-benar memenuhi kriteria
sebagai seorang pemimpin ideal seperti
diungkap Nabi dengan sebutan ra’in.
pemimpin yang memaknai jabatannya
sebagal amanah, dan bukan sebagai
kesempatan dan keberuntungan. Cara itu
adalah : Pertama, pemimpin adalah orang
yang integritas dan kredibilitas pribadinya
terpuji di mata masyarakat. la bukan seorang
yang buruk perangai tidak mengambil yang
bukan haknya, dan bukan seorang fasik.
Integritas dan kredibilitas pribadi yang bersih
diperlukan untuk seorang calon pemimpin,
karena ia adalah orang yang paling depan
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yang gerak geriknya menjadi acuan dari
masyarakat yang ada di belakangnya. la
harus bersih, agar masyarakat pengikut tidak
mendua hati dalam mengikuti seorang
pemimpin, Hal ini sangat di perlukan agar
suatu komando juga menjadi kesatuan
ketaatan.

Kedua, ia adalah seorang yang fasih
lidahnya dalam melafalkan ayat-ayat Allah.
Fasih adalah sebuah kemampuan yang
amanat, signifikan diperlukan oleh seorang
calon imam, calon pemimpin. Karena,
kefasihan seorang imam akan membuat
jemaah yang berdiri di belakangnya menjadi
tenang hatinya, dan khusyu' ibadahnya.
Seorang imam yang fasih akan menghilangkan
jiwa yang gundah gulana seorang anggota
jemaah yang mungkin ada ketika akan dan
sedang shalat, sehingga perasaannya menjadi
tentram dan khusyu' dalam mengerjakan
semua rukun dan kewajiban-kewajiban
shalatnya. Kefasihan seorang imam dalam
shalat, adalah simbol dari kebijaksanaan
seorang pemimpin dalam masyarakatnya.
Pemimpin yang bijak akan membuat rakyat
yang di pimpinnya merasa tentram, walau
persoalan yang meraka hadapi tidaklah
ringan. Dengan tutur kata yang penuh
kesejukan, dengan raut muka yang penuh
kebapakan, dan dengan tindakan-tindakan
politik yang penuh kearifan, seorang pemim-
pin yang fasih akan membuat rakyatnya
merasa dihargai dan terlindungi hak-hak
mereka. Sebaliknya, imam yang tidak fasih
akan membuat jamaahnya “sakit telinga”

kata-katanya, sehingga kekhusyu-
kan akan hilang dan ketentraman dalam
jamaah akan terganggu. Bila mereka tidak
r dengan imam seperti itu, jamaah bisa
dan shalat pun menjadi batal. Imam
yang tidak fasih adalah simbol pemimpin
yang tidak bljak, akan membuat rakyat
sakit hati meliha nakah dan kebijakan-
kebjakan politiknya. Lambat laun, pemimpin
seperti akan membawa petaka kepada
rakyat dan bangsa yang di pimpinnya.

Ketiga, ia adalah seorang yang fakih,
berilmu pengetﬂ'um, terutama tentang
keimanan dan segala hal yang berkaitan
dengan shalat berjamaah. Fakih berarti
berilmu

‘m“ mmawmghtshalatdan
t berjamaah. Imam yang fakih adalah
mwnymbaﬂuwtmngmnmndan

sabar
bubar, dan

ruang lingkup tugas dan wewenangnya. Ilmu
seperti ini sangat di perlukan, agar ketika ia
menghadapi persoalan-persoalan hukum yang
mungkin muncul ketika sedang melaksanakan
shalat berjamaah dapat diatasinya secara
bijak dan mengikuti aturan hukum yang
berlaku. Orang yang tidak mengerti fakih,
terutama tentang tatacara shalat berjamaah,
akan besar resikonya bertindak berdasarkan
kemauan nafsu dalam menyelesaikan setiap
persoalan dan keraguan yang mungkin
muncul ketika shalat berjamaah sedang
berlangsung. Hal ini bisa berimplikasi kepada
pelanggaran hukum oleh imam yang
berakibat batalnya shalat. Fakih di sini
adalah simbol untuk calon pemimpin yang
harus mengerti hukum dan adminlstnd
pemerintahan, paling tidak
dan prinsip-prinsip dasar di
negara dan administrasi p

memiliki cacat indera yang dap:
ganggu keimanannya ketika
jamaah itu sendiri. Merupakan jl.ll
hal terpenting diperhatikan ketik
hendak memilih calon imam. Ka 3,
jmam yang cacat inderanya sudah
akan dapat menjalankan fungs
imam. Hal seperti ini adalah juga s
calon seorang pemimpin
kehidupan berbangsa dan
hal yang sangat menarik
kriteria calon seormgium
Islam adalah bahwa faktor
termasuk ke dalam kriteria uf
usia baru menjadi salah satu p
ketika terdapat kriteria yang s:
dua calon atau lebih. Artinya,
calon usianya lebih tua samz
maka yang tua lebih didahulu
faktor kefasihan, ilmu, krec
kesehatan yang lebih utama. Ac
faktor lain di luar ftu seperti
n dan akaden
kekayaan yang di miliki, dan
samasekalltldaktemawkke
yang perlu di pe
beberapa kriteria atau tahapm
digariskan oleh Islam untuk memilih s
pemimpin yang ideal. lslam '.
beratkan masalah , ;

pemimpin, tiada pemimpin uwa-,
tiada ketaatan tanpa agama. .
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Mudah-mudahan beberapa kriteria yang
telah ditentukan oleh Islam diatas akan
menjadi satu pedoman bagi masyarakat Aceh
untuk memilih wakil-wakil serta pemimpin
Aceh masa depan kelak, terutama menjelang
pemilihan umum tahun 2012. Nasib rakyat
Aceh terletak ditangan rakyat Aceh sendiri.
Kepercayaan rakyat terhadap para pemuda
generasi 98 untuk membuat perubahan di
Aceh sangat diharapkan serta dijunjung
tinggi. Para pemuda kini telah mendirikan
satu wadah perjuangan politik lokal untuk
memperjuangkan Aceh secara demokrasi.
Kejujuran, kemampuan, terobosan politik,
serta komitmen keAcehan mereka telah
terbukti mampu mengegarkan dunia seperti
perjuangan damai tahun 1999,

Di Barat ada ungkapan “leader is the
cultural  bullder”  pemimpin  adalah
pembentuk budaya yang dipimpin, sementara
dalam Islam ada peringatan "al nas ‘ala dini
mulukihim”™ manusia mengikuti perilaku
pemimpinnya. Dua ungkapan ini pada
pokoknya mengingatkan rakyat Aceh agar
berhati-hati dalam memilih pemimpin,
karena watak dan perilaku sang pemimpin
akan menular menjadi budaya. dikalangan
masyarakat yang dipimpinnya. Maka, sudah
layaknya kita kembali mencoba untuk
meneropong apa dan bagaimana konsep serta
cara kepemimpinan Nabi Muhammad SAW
sebagai satu langkah untuk memilih
pemimpin Aceh vyang ideal. Rasulullah
merupakan sebagai sosok pemimpin tersukses
sepanjang sejarah kepemimpinan di dunia.
Kepemimpinan beliau harus menjadi acuan
kepada rakyat Aceh untuk memilih sosok
pemimpin yang benar-benar memiliki
semangat keislaman dan keAcehan yang
kental, sehingga mampu mewujudkan Aceh
yang lebih bermartabat.

6. Penutup
Pembangunan adalah tuntutan perubahan.

Perubahan dalam kerangka kemajuan dan
kehidupan yang lebih baik serta perubahan

yang direncanakan. Wujud dari sebuah
perubahan dapat berupa reformasi/ pemba-
haruan dan restrukturisasi. Pembaharuan
harus konsisten dan merupakan bagian dari

implementasi dan kesinambungan dari
konsep, kebijakan, dan strategi pemba-
ngunan bangsa.

Format sosial budaya, ekonomi dan politik
masa depan Aceh Indonesia dan landasan
strateginya yang ideal harus mengacu pada
pengembangan kehidupan masyarakat Aceh
berbangsa dan bernegara dengan tidak
mengabaikan dimensi religius, nilai-nilai
budaya masyarakat Aceh, solidaritas, kritis,
dan kualitas. Untuk itu kepemimpinan yang
amanah dan mempunyai visioner menjadi
sangat penting bagi membangun Aceh yang
demokratis.
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